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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1   Konsep Peranan 
Menurut Miftah Thoha (2006:10), Peranan adalah sebagai perilaku yang 
teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Peranan merupakan aspek dari 
suatu kedudukan apabila orang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan : 
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi. 
b. Suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dimasyarakat 
sebagai organisasi. 
c. Peran yang didapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 
Sedangkan menurut Salbin T.R dan Allan dalam Mifta Thoha (2006:263), 
suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang 
ditimbulkan karena jabatan atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. 
Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari 
seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan suatu instansi 
dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh 
instansi atau kantor yang sesuai dengan suatu kantor tertetu. 
Peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain 
terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi 
oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran 
adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu.  
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2.2   Konsep Pembinaan 
Menurut Mifta Thoha (2008:207), Pembinaan adalah suatu tindakan, 
proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya 
kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evoluasi atas beragai kemungkinan, 
berkembang arau peningkatan sesuatu. Ada dua unsur dari defenisi diatas, yaitu: 
a. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan. 
b. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. 
Pembinaan juga merupakan suatu proses pengembangan yang mencakup 
urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara 
pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan 
mengembangkannya. 
Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola 
kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan 
ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup 
tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola 
kehidupannya. 
Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah 
proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau 
kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. 
Dalam  pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal 
bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan 
yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam ariti mendasarkan 
fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat 
diterapkan dalam praktek. 
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Pembinaan Koperasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan 
Pengawasan Koperasi, Pembinaan Koperasi adalah upaya-upaya yang dilakukan 
oleh Dinas Koperasi kepada Koperasi sehingga diharapkan Koperasi dapat 
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun aspek-aspek yang perlu 
dilakukan pembinaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 yaitu : 
a. pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT); 
b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas; 
c. pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi; 
d. pembentukan, penggabungan, peleburan, pembubaran, dan perubahan 
anggaran dasar Koperasi; 
e. penertiban administrasi Koperasi; 
f. kelengkapan Koperasi; 
g. pengembangan usaha Koperasi;dan 
h. pembinaan keuangan koperasi. 
2.3   Konsep Pengawasan 
Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut Controlling adalah 
merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Beberapa buku menggunakan 
istilah pengendalian untuk ini. Menurut Marigan (2005:61), Pengawasan 
merupakan suatu proses dimana pimpinan ingin  mengetahui hasil pelaksanaan 
pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, 
kebijakan, yang telah di tentukan. 
  2.3.1   Fungsi Pengawasan 
Menurut Sule dan Kurniawan (2005:12), fungsi pengawasan adalah : 
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a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai 
dengan indikator yang ditetapkan. 
b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 
ditemukan. 
c) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait 
dengan pencapaian perusahaan. 
  2.3.2   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan menurut Mulyadi 
(2007:770) mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengawasan kerja adalah: 
a) Perubahan yang selalu terjadi dari luar maupun dari dalam organisasi. 
b) Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya 
desentralisasi kekuasaan. 
c) Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota organisasi 
memerlukan pengawasan. 
  2.3.3   Indikator Pengawasan 
Menurut Sule dan Kurniawan (2005:327) indikator pengawasan adalah: 
a) Pengawasan awal, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan pekerjaan. 
b) Pengawasan proses, untuk memastikan apakah yang dilaksanakan sesuai 
dengan tujuan yang ditetapkan. 
c) Pengawasan ahir, pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses 
pengerjaan pekerjaan. 
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Pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi adalah salah satu tanggung 
jawab pengurus yang merupakan salah satu fungsi  penting dalam manajemen 
koperasi. Pengawasan berarti meneliti dan mengikuti jalannya usaha, apakah. 
Pengawasan ini merupakan unsur pokok dalam sistem demokrasi yang dijalankan 
oleh koperasi. Unsur-unsur dalam pengawasan ini harus mengisi agar koperasi 
berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimum.  
Pengawasan Koperasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan 
Pengawasan Koperasi, Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan 
olleh dinas koperasi terhadap usaha yang dijalankan oleh koperasi. Adapun aspek-
aspek yang perlu dilakukan pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 
7 yaitu : 
a. pembukuan koperasi; 
b. laporan petanggungjawaban pengurus dan pengawas; 
c. usaha yang dijalankan oleh koperasi; 
d. simpanan dan modal koperasi; 
e. administrasi koperasi; 
f. buku wajib koperasi; 
g. keuangan koperasi; 
h. kebijakan pengurus koperasi;dan 
i. perizinan koperasi. 
2.4   Koperasi 
Dalam tata pemerintahan indonesia, koperasi mempunyai kedudukan yang 
sangat penting sehingga diatur dalam undang-undang. Salah satu landasan 
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operasional dan pedoman bagi koperasi indonesia dalam menjalankan kegiatan 
usahanya adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1992. 
 Pengertian koperasi yang dicantumkan dalam Undang-Undang No.25 
Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas 
kekeluargaan (Pemerintahan RI, 1992:2) 
 Menurut Subandi (2009:15), Koperasi adalah usaha bersama, merupakan 
badan hukum, anggota ialah pemilik dana yang menggunakan jasanya dan 
mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai 
dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi. 
 Tujuan koperasi menurut Sutantya dan Hadhikusuma (2002:34) 
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan berlandaskan kepada pancasila dan 
UUD 1945. 
Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Tidak 
hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip 
pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukan. Prinsip pengelolan organisasi 
dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut 
oleh koperasi. 
Menurut Subandi, (2009:25), Prinsip-prinsip koperasi antara lain:  
a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. 
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 
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c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 
besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 
d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal. 
e. Kemandirian. 
2.4.1 Rapat Anggota 
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi 
yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam 
rapat anggota. Di sini para anggota dapat berbicara, memberikan usul dan 
pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya, serta memberikan 
himbauan atau masukan yang berkenaan dengan koperasi. 
Ini berarti pula bahwa dalam tata kehidupan koperasi,rapat anggota 
merupakan pencerminan demokrasi dalam koperasi. Dalam rapat anggota inilah 
segala masalah yang menyangkut tata kehidupan koperasi di tetapkan , dimana 
keputusan dalam rapat anggota, sejauh mungkin di ambil berdasarkan hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan.     Mengingat pentingnya rapat anggota 
ini, maka tidak di benarkan bagi anggota-anggota koperasi untuk mewakilinya 
kepada orang lain. 
Rapat anggota di dalam suatu organisasi termasuk koperasi adalah 
merupakan cara dan sarana berkomunikasi di antara semua pihak yang 
berkepentingan didalam tata kehifupan koperasi. Komunikasi dapat berupa tulisan 
seperti surat-surat keputusan, surat edaran, nota dinas, buletin, dan pengumuman, 
dan bisa berbentuk lisan seperti pembicaraan berhadap-hadap pertelepon, pidato-
pidato, konferensi, wawancara, dan rapat-rapat. Demikian juga saluran wewenang 
dan tanggung jawab, termasuk dalam jenis komunikasi tertulis. 
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Rapat komunikasi lisan yang dapat dilakukan secara vertikal dan 
horizontal. Rapat yang dilakukan diantara sesama anggota dalam koperasi adalah 
merupakan komunikasi horizontal, sedangkan rapat yang dilakukan pucuk 
pimpinan atau pengurus dengan fungsional lainnya didalam tubuh organisasi 
usaha koperasi misalnya adalah contoh komunikasi vertikal. Rapat anggota 
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagai cerminan 
demokrasi  yang beranggotakan orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan 
serta paham politik perorangan. 
Yang bertanggung jawab menyelenggarakan rapat anggota adalah 
pengurus koperasi. Rapat anggota pada umumnya diadakan sekali setahun yang 
disebut rapat anggota tahunan yang disingkat RAT, dimana pengurus koperasi 
memberikan pertanggung jawaban yang telah dilakukan selama setahun buku 
yang lampau. 
Menurut Ninik Widiyanti, (2004:22-26) Rapat anggota tahunan koperasi 
membicarakan hal-hal  antara lain sebagai berikut : 
a) Penilaian kebijakan pengurus dalam memimpin koperasi selama satu tahun 
yang lampau. 
b) Neraca dan penghitungan sisa hasil usaha. 
c) Penilaian laporan badan pemeriksa. 
d) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 
e) Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun berikutnya. 
f) Pemilihan badan pengurus dan badan pemerikasaan (jika masing-masing 
sudah berakhir masa jabatannya) 
g) Masalah-masalah yang timbul dalam rapat. 
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Jika pengurus lalai atau tidak sanggup mengadakan rapat anggota, maka 
para pejabat koperasi  berhak mengadakan rapat anggota dengan memanggil 
semua anggota-anggota koperasi. Pejabat koperasi memanggil rapat anggota 
serupa itu jika: 
a) Pengurus koperasi sendiri tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan 
rapat anggota. 
b) Pengurus koperasi sudah tidak diketahui lagi dimana berada. 
c) Keadaan darurat, seperti keadaan perang atau keadaan bahaya. 
Dalam ketiga hal diatas pejabat hanya memanggil mengadakan rapat 
anggota dan menetapkan acara rapat, dan mengadakan pembicaraan dalam rapat. 
Rapat anggota terdiri dari beberapa jenis antara lain : 
a) Rapat Pengurus, yaitu rapat yang  membahas surat-surat yang masuk, 
memutuskan masuk atau keluar anggota, menilai atau mengadakan evaluasi 
mengenai usaha, dan lain-lain. 
b) Rapat Anggota tahunan, umumnya diadakan sekali setahun disingkat RAT, 
dimana pengurus koperasi memberikan pertanggung jawaban yang telah 
dilakukan selama setahun buku yang lampau. 
c)  Rapat Anggota Khusus,  jika rapat anggota tahunan menghendaki adanya 
perubahan dalam anggran dasar koperasi atau ada  pemikiran di luar rapat 
anggota tahunan, Untuk yang demikian maka persoalan tersebut tidak 
dibicarakan di dalam rapat anggota tahunan melainkan harus dibawa ke 
rapat anggota khusus.  
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d) Rapat Anggota Luar Biasa, Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa 
antara lain, misalnya keadaan dimana pengurus tidak mampu atau tidak 
bersedia mengadakan Rapat Anggota. 
2.4.2 Pengurus Koperasi 
Pengurus ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dalam 
rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus 
menetapkan apakah koperasi itu dapat di terima sebagai rekan usaha yang 
terpercaya di dalam lingkungan dunia usaha.  
Menurut Firdaus (2004:87) Pengurus koperasi merupakan perangkat 
organisasi koperasi setingkat di bawah rapat anggota. Pengurus mempunyai 
kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum. Pengurus dipilih dari 
dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, untuk masa jabatan paling lama 5 
(lima) tahun. Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih 
kembali.  
Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus koperasi 
ditetapkan dengan anggaran dasar koperasi. Untuk mengangkat anggota pengurus 
sebaiknya diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Mempunyai sifat jujur dan terampil bekerja. 
b) Mampu dan cakap untuk mengambil keputusan bagi kepentingan koperasi. 
c) Mampu bekerja sama dengan anggota pengurus yang lain sebagai sebuah 
tim kerja dan mendukung keputusan yang diambil dengan musyawarah 
untuk mufakat/suara terbanyak. 
d) Tidak memberi keistimewaan khusus bagi diri sendiri, saudara atau 
kawan-kawannya. 
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e) Tidak memperbincangkan dengan pihak luar persoalan yang sifatnya 
rahasia dengan pihak luar. 
f) Mempunyai pikiran yang maju agar dapat membantu mengembangkan 
koperasi. 
g) Mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang organisasi koperasi. 
h) Menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus. 
Menurut Subandi (2009:56) tugas-tugas pengurus adalah :  
a) Mengelola koperasi  dan usahanya. 
b) Mengajukan rancangan kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 
c) Menyelenggarakan rapat anggota. 
d) Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas. 
e) Memelihara buku daftar anggota dan pengurus. 
Menurut Hendrojogi (2012:150) Pengurus memiliki fungsi yang luas yaitu 
sebagai berikut : 
a) Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi. 
b) Berfungsi sebagai pemberi nasihat. 
c) Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya. 
d) Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi. 
e) Berfungsi sebagai simbol. 
Adapun tugas-tugas dan wewenang pengurus sebagaimana tercantum 
dalam Undang-Undang No. 25/1992, pasal 30, yaitu: 
a) Mengelola koperasi dan usahanya. 
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b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran 
pendapatan dan belanja koperasi. 
c) Menyelenggarakan rapat anggota. 
d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas. 
e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 
f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 
Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh pengurus koperasi antara lain 
sebagai berikut: 
a) Mewakili koperasi dalam dan luar pengadilan. 
b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian 
anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. 
c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan 
koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat angota. 
2.4.3 Badan Pengawas Koperasi 
Menurut Firdaus (2004:89) Pengawas koperasi merupakan perangkat 
organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat 
angggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas 
ditetapkan dalam anggaran dasar. Sebagai anggota pengawas, tidak dapat 
merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas 
adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh 
pengurus. Apabila terjadi perangkapan jabatan, maka laporan hasil pengawasan 
yang telah dilakukan diragukan obyektivitasnya. 
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Menurut Subandi (2009:58) Salah satu perangkat organisasi koperasi 
adalah badan pengawas. Tugas badan pengawas adalah :  
a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 
koperasi. 
b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 
Wewenang pengawasan koperasi pada dasarnya adalah melakukan 
penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di dalam koperasi, termasuk 
akuntansi koperasi. Pengawasan mempunyai wewenang untuk meminta 
keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi dan pihak-pihak lain yang 
dianggap perlu menggunakan pihak-pihak independen untuk meminta bantuan 
akuntan publik, yaitu memeriksa kewajaran laporan keuangan untuk tujuan lain 
yang memerlukan keterampilan mereka. 
Berdasarkan hasil penelitian itu, maka pengawas berkewajiban melaporkan 
hasil pengawasan kepada rapat anggota. Dengan tugas dan wewenang seperti 
diatas, kiranya cukup jelas bahwa pengawas ialah perangkat organisasi koperasi 
yang berada di luar lembaga pengurus. 
Yang menjadi pedoman pengawasan oleh badan pengawasan adalah 
apakah ada penyimpangan dari  
a) Undang undang yang mengatur tentang perkoperasian serta peraturan-
peraturan pelaksanaanya. 
b) Angaran dasar dan angaran rumah tangga koperasi. 
c) Ketetapan dan keputusan rapat anggota yang lalu. 
d) Kebijaksanaan pelaksanaan yang telah digariskan oleh pengurus. 
23 
 
e) Pernyataan puas dari para anggota tentang jalannya koperasi dari informasi 
tentang koperasi itu sendiri kepada para anggota. 
Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai langkah pengawasan 
dapat dibedakan : 
a) Cara pengawasan yang represif, yaitu dengan cara aktif memeriksa 
pelaksanaan tugas pengurus, antara lain dengan memeriksa kas, stock 
barang, pelaksanaan administrasi uang dan barang. 
b) Cara preventif, artinya mencegah kemungkinan timbulnya penyimpangan. 
Anggota pengurus mempunyai tugas sendiri-sendiri, yaitu mengawasi 
bagian-bagian yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan membuat 
evaluasi dengan tertib. 
c) Cara lain adalah dengan menilai laporan-laporan harian, mingguan dan 
bulanan dan sebagainya. Cepat bertindak apabila diketahui ada 
penyimpangan. 
d) Dengan budget, yakni menilai apakah pelaksanaan usaha dan kegiatan 
koperasi ini sudah sesuai dengan biaya yang telah direncanakan. 
Apabila laporan yang dibuat pengawas kepada rapat anggota tidak 
diterima oleh pengurus koperasi, maka untuk menyelesaikannya pengurus tidak 
diperkenankan mempengaruhi opini anggota pengawas. Pengurus wajib dan 
berhak memberikan keterangannya secara tersendiri kepada rapat anggota dan 
tembusannya diberikan pengawas. Jika ternyata tidak ada titik temu antara 
pendapat pengawas dan pendapat pengurus, maka putusan akhir diserahkan 
kepada rapat anggota. Rapat anggota ini yang kemudian menilai dan memberikan 
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keputusan. Dalam kondisi demikian, diperlukan pandangan dan saran dari pejabat 
koperasi selaku pembina. 
Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka dan 
melindungi pihak yang berkepentingan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada 
akuntan publik. Demi terlaksananya audit sebagaimana mestinya, rapat anggota 
dapat menetapkan untuk itu. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit 
terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan koperasi. 
Disamping itu, koperasi dapat meminta jasa lainnya dari akuntan publik antara 
lain konsultasi dan pelatihan. 
Jika seorang akuntan publik diminta jasanya untuk mengaudit laporan 
keuangan, maka dalam laporan akhir pemeriksaannya, akuntan publik tersebut 
akan memberikan pendapatnya. Pendapat yang diberikan oleh akuntan publik ini 
bersifat wajar tanpa syarat, yang menunjukkan bahwa neraca tahunan untuk 
periode tahun buku tersebut adalah layak dan sesuai dengan prinsip akuntansi 
Indonesia. Tetapi, jika pemeriksaan akuntan publik tersebut tidak memuat 
pernyataan pendapatnya, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembukuan 
yang dilaksanakan pengurus, tidak dikerjakan dengan baik sesuai dengan prinsip-
prinsip pembukuan yang ada. 
2.4.4 Bentuk Dan Jenis Koperasi  
Jika dilihat kembali ketentuan pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1967 beserta penjelasannya, maka dapat diketahui empat tingkatan 
organisasi koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah 
administrasi pemerintahan, yaitu sebagai berikut: 
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a) Koperasi primer, dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang yang telah 
memnuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam 
undang-undang. 
b) Pusat koperasi, tediri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang 
berbadan hukum. Gabungan koperasi daerah kerjanya adalah daerah 
tingkat II. 
c) Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang 
berbadan hukum. Gabungan koperasi daerah kerjanya adalah daerah 
tingkat I. 
d) Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang 
berbadan hukum. Induk koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota 
Negara RI. 
Menurut Firdaus, (2004:62-69) beberapa jenis koperasi dapat ditinjau dari 
berbagai sudut pendekatan, antara lain sebagai berikut: 
a) Koperasi sekolah 
b) Koperasi serba usaha 
c) Koperasi konsumsi 
d) Koperasi pertanian 
e) Koperasi peternakan 
f) Koperasi perikanan 
g) Koperasi kerajinan 
h) Koperasi simpan pinjam 
i) Koperasi asuransi 
j) Koperasi unit desa 
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2.5   Pandangan Islam Tentang Koperasi 
Koperasi adalah usaha yang dikelola secara kolektif. Kemudian koperasi 
yang dikelola secara kolektif memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. 
Manfaat kolektifitas koperasi yang utama adalah memnuhi kebutuhan kebutuhan 
hidup angota-anggota dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara 
bersama-sama. Kolektivitas adalah modal sosial yang menentukan maju 
mundurkan koperasi, maka dari itu harus dijaga dan dipertahankan seoptimal 
mungkin agar jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Hal ini sesuai 
dengan yang telah diajarkan dalam ajaran Islam sebagaimana dalam ajaran Islam 
sebagaimana dinyatakan  dalam Q.S. Al-Hasyr : 14 berikut : 
 
 
 
 
Artinya : “Mereka tidak akan memerangimu dalam keadaan bersatu padu, kecuali 
dalam kampung-kampung yang berbenteng atau dibalik tembok. 
Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira 
mereka itu bersatu, sedang hati mereka terpecah belah. Yang demikian 
itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti” (QS. 
Al-Hasyr : 14) 
Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para 
anggotanya mempertahankan kolektivitas itu. Kolektivitas juga di ibaratkan dalam 
shalat 5 waktu, umat muslim di perintahkan untuk mengerjakannya secara 
bersama-sama. Kolektivitas adalah modal sosial yang amat diperlukan untuk 
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mencapai kemajuan. Betapapun umumnya perekonomian rakyat berukuran dan 
bermodal kecil, jika mereka bersatu maka mereka akan kuat. 
Koperasi disebut juga Syirkah Ta’awuniyah (Perseroan Tolong-
Menolong). Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan 
syara’ karena dengan persekutuan berarti ada persatuan dan kesatuan akan tercipta 
sebuah kekuatan, maka kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang 
benar menurut syara’. 
Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah. Lembaga ini adalah 
wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, 
baik, dan halal. Lembaga yang seperti ini sangat dipuji dalam Islam seperti dalam 
firman Allah berikut: 
 
 
 
Artinya :“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan janganlah tolong menolong  dalam berbuat dosa dan  
pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah : 2) 
2.6   Kerangka Pemikiran 
Halimah dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka 
pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 
dengan berbagai faktor yang telah mendefenisikan sebagai masalah yang penting. 
Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 
tentang variabel penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut: 
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Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Defenisi Konsep 
   2.7.1   Konsep Operasional 
Untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian serta menghindari 
salah pengertian terhadap istilah uang digunakan pada judul peelitian ini, maka 
akan dioperasionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi yaitu: 
Peran Dinas Koperasi UKM Transmigrasi Dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu Dalam 
Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi Di KUD 
Kecamatan Tandun Berdasarkan Perda Rokan Hulu 
No 1 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Koperasi 
Pembinaan Pengawasan 
1.Pelaksanaan RAT 
2.Penyusunan laporan pertanggung 
jawaban pengurus dan pengawas 
3.Pemilihan pengurus dan pengawas 
koperasi 
4.Penertiban administrasi koperasi 
5.Pengembangan usaha koperasi 
6.Pembinaan keuangan koperasi 
1.Pembukuan koperasi 
2.Laporan pertanggungjawaban  
pengurus dan pengawas 
3.Simpanan dan modal koperasi 
4.Buku wajib koperasi 
5.Keuangan koperasi 
6.Kebijakan pengurus koperasi 
7.Perizinan koperasi 
 
Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik 
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a) Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah 
Kabupaten Rokan Hulu. 
b) Kecamatan yang dimaksuda adalah Kecamatan Tandun. 
c) Koperasi Unit Desa yang dimaksud adalah semua Koperasi Unit Desa yang 
ada di Kecamatan Tandun 
d) Pembinaan yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas 
koperasi kepada koperasi sehingga diharapkan koperasi dapat berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
e) Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh dinas 
koperasi terhadap usaha yang dijalankan koperasi. 
   2.7.2   Indikator 
Tabel 2.1 
Indikator Penelitian 
 
Referensi Indikator Sub Indikator 
Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan 
Hulu Nomor 1 
Tahun 2017 
Pembinaan 
 
 
 
 
 
 
Pengawasan 
 
1. Pelaksanaan RAT 
2. Penyusunan laporan pertanggung    
jawaban pengurus dan pengawas 
3. Pemilihan pengurus dan pengawas 
koperasi 
4. Penertiban administrasi koperasi 
5. Pengembangan usaha koperasi 
6. Pembinaan keuangan koperasi 
 
1. Pembukuan koperasi 
2. Laporan pertanggungjawaban 
pengurus dan pengawas 
3. Simpanan dan modal koperasi 
4. Buku wajib koperasi 
5. Keuangan koperasi 
6. Kebijakan pengurus koperasi 
7. Perizinan koperasi 
 
